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Kehidupan politik didalam struktur Golongan Karya sejak berbentuk Sekber Golkar hingga menjadi Golkar
pada tahun 1971 selalu diwarnai dengan interaksi politik antar kelompok-kelompok di dalam struktur
Golongan Karyayang tidak lain mencerminkan trik menarik pengaruh satu kelompok dengan kelompok
lainnya dan intrik-intrik politik para aktor-aktor politiknya untuk mendapatkan nilai plus dari Soeharto.

K etidakmampuan Trikarya untuk tetap bertahan dalam percaturan politik setelah pemilu pertama pada tahun
1971 merupakan indikasi mulai melemahnya keberadaan di dalam Golkar. Semakin berkurangnya
wewenang yang melekat pada Trikarya di dalam lingkaran kekuasaan diakibatkan peranan segelintir tokoh
atau aktor politik kepercayaan Jenderal Soeharto.

Golongan Karya merupakan sebuah organisasi politik yang sangat majemuk dari berbagai kelompok yang
tergabung di dalamnya. Akibat dari kemajemukan tersebut diasumsikan bahwa dipastikan akan terjadi
pengelompokan di dalam organisasi tersebut. Pengel ompokan tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan
yang akan saling berbenturan.

K eberadaan kelompok di dalam arena politik bukan sgja ada melainkan sangat diperlukan. Kelompok sangat
memainkan peranan melalui seperangkat tuntutan, mengekspresikan sikap-sikap dan membuat pernyataan
politik. Kadang-kadang kelompok akan menaruh perhatian terhadap kepentingan yang konkrit atas
kebutuhan material para anggotanya, mengekspresikan kepentingan umum di dalam issue-isue politiknya
atau turut menghimbau tumbuhnya suatu kebijakan Baru. Berperannya kelompok di dalam sistem politik
pada dasarnya merupakan suatu proses yang digerakan oleh nilai-nilai sosial untuk mengal okasikan
kekuasaan (otoritas).

Akibat dari alokasi tersebut maka diikuti dengan munculnya keputusan-keputusan yang akan mengikat
masyarakat umum. K eputusan-keputusan tersebut muncul akibat adanya kegiatan politik. Karena di dalam
masyarakat juga terdapat kel ompok-kelompok maka keputusan yang didasari oleh berbagai kegiatan politik
tersebut dipastikan bersinggungan dengan kepentingan antar kel ompok-kelompok tersebut. Sehingga akan
muncul pertentangan antar kelompok atau antar kepentingan yang pada akhirnya akan mempengaruhi
bentuk keputusan yang akan dipilih.

Kemudian lebih lanjut dalam setiap fenomena politik di dalam sistem politik - apapun corak dari sistem
politik tersebut - selalu mengarah kepada bagaimana untuk mendapatkan kekuasaan dan kemudian
mempertahannya. Selanjutnya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan tersebut maka kel ompok-
kelompok di dalam sistem politik haruslah menguasai sumber-sumber materiil dan kewenangan sebanyak
mungkin. Akibat langkanya sumber-sumber itu maka kel ompok-kelompok itu menjalankan peranannya
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untuk mengal okasikan materi dan kewenangan tersebut. Dengan demikian suatu kelompok dikatakan
menjalankan peranannya terhadap kelompok lain atau terhadap sistem politik jika kelompok tersebut dapat
secara aktif memperjuangkan kepentingannya. Kelompok-kelompok itu akan saling menjalankan
peranannya jika mereka berkompetis untuk mengakumulasikan sumber-sumber materiil dan kewenangan.

Menurut Marck dan Snyder, perpecahan atau konflik dapat timbul dari kelangkaan posisi dan sumber-
sumber (resources), semakin sedikit posisi atau sumber yang diraih setiap anggota atau kelompok dalam
organisasi, semakin tajam pula konflik dan persaingan di antara mereka untuk merebut posisi dan sumber
tadi. Di dalam hierarkis sosial mana pun hanya ada sejumlah terbatas posisi kekuasaan yang nyata dan tidak
lebih dari seseorang yang dapat menduduki masing-masingnya. Sama dengan itu, hanya ada beberapa
contoh unit sosial dimana penyediaan keputusan begitu hebatnya sehingga semua pihak dapat memuaskan
keinginannya.

Dengan katalain, jika posisi dan sumber yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah mereka yang ingin
menempati posisi dan meraih sumber itu maka kemungkinan berkembangnya suatu konflik besar sekali.
Penyederhanaan jumlah unsur yang terdiri dan banyak ormas fungsional ditambah dengan militer dan
birokrasi merupakan tantangan tersulit yang harus dihadapi pengurus Golongan Karya.

Hal lain yang sangat mendasar adalah dikeluarkannya keputusan Ketua Umum Sekber Golkar Nomor
Kep.101/VI1/Golkar/1971 yang isinya para tokoh Trikaryatidak lagi di posisikan pada susunan DPP Golkar
dikarenakan KING tidak lagi menjadi badan perjuangan politik. Kemudian melalui Munas | tahun 1973
yang diantara keputusannya yaitu menetapkan Munas sebagai |embaga pengambilan keputusan tertinggi
juga menetapkan bahwa para tokoh Trikarya tetap pada posisi semula yaitu menjadi bagian dari
keanggotaan Dewan Pembina Sehingga berdasarkan hasil Munas tersebut mengakibatkan pembatasaan
dalam alokasi kekuasaan dimana kelompok tradisional seperti Trikarya dan kelompok KING bergeser oleh
dominas kelompok Hank dan kelompok Sipil yang ada di Bapilu. Perubahan tersebut di lain sisi banyak
dipengaruhi oleh semangat pembaharuan politik yang melepaskan pengaruh santimen berdasarkan ikatan
primodialisme sehingga mengakibatkan Trikarya benar-benar harus menghilangkan identitas kelompoknya
sekaligus tidak dapat lagi menuntut porsi kekuasaan atas nama kel ompok mereka.



